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Abstrak

Permohonan pailit yang biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang di
jalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya. Dalam hal ini faktor-faktor penyebab
terjadinya pailit adalah karena debitur tidak mampu juga membayar hutang-hutangnya kepada satu atau lebih
kreditur yang telah jatuh waktu tanggal pembayaran pelunasan hutang. Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi
karena utang-utangnya lebih besar dari pada asset-asetnya. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi pustaka dan studi lapangan PN Niaga
Medan, selanjutnya di analisis secara kualitatif. Pertanggung jawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang
melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang yang ada pada kreditur dengan semua harta
kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur berada
dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit
terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004
dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang terjadi
selama proses persidangan serta, melihat unsur-unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang
pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.

Kata Kunci: Permohonan Pailit; Perseroan Terbatas, Kreditur.

Abstract

An application for bankruptcy is usually made on the grounds that neither he nor the business activities he carries out
are able to carry out all of his obligations. In this case, the factors that cause bankruptcy are because the debtor is
unable to pay his debts to one or more creditors whose due date for payment of debt repayments has fallen. The debtor's
inability occurs because his debts are greater than his assets. This research uses a normative juridical law research
method, the nature of the research is descriptive analytical with a literature study approach and a field study at the
Medan Niaga District Court, then analyzed qualitatively. The responsibility of PT. Bina Karya Sarana against creditors
who apply for bankruptcy is to pay all debts that exist on creditors with all debtor assets by law as collateral for debtor
debts, all debtor assets are in general confiscation from the time the bankruptcy decision is pronounced. The judge's
consideration in giving the bankruptcy decision on the decision no. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan, based on
Law No. 37 of 2004 by examining the evidence provided by the applicant, and examining all legal facts that occurred
during the trial process and, looking at the related elements Related articles contained in the lawsuit regarding the
filing of bankruptcy in a limited liability company.
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PENDAHULUAN

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu
melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan (H.M.N. Purwosutjipto, 2012) Pada
dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:
(Chaidir Alj, 2015) Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan Badan usaha yang bukan badan
hukum.

Perbedaan dua jenis badan usaha diatas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang
terlibat dalam badan usaha tersebut. Jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka
tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jenis badan hukum tersebut. (Muhammad Reza, 2012). Jika dalam badan usaha yang
belum berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi
sesuai aturan badan usaha tersebut. Dalam keadaan si perusahaan memiliki utang kepada badan
hukum atau perorangan dan tidak sanggup untuk membayar dan telah jatuh tempo, maka
perusahaan tersebut akan dipailitkan. (Sipahutar, A. 2019).

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang
kepada para krediturnya (M. Hadi Subhan, 2008). Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi
karena utang-utangnya lebih besar daripada asset-asetnya. Berbeda dengan pailit, kepailitan
adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya
dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan tujuan utamanya
menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar semua utangutang
debitur pailit secara proporsional. (Rohmad, R., & Marlina, M. 2018).

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata untuk menjamin hak-hak kreditur atas
imbalan prestasi yang diberikan kepada debitur. Lembaga kepailitan merupakan realisasi dari dua
asas pokok hukum perdata yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata
(Muhammad Reza, 2012).

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditur
maupun stake holder perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun
terjadinya pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan
perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa
pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu, pada saat
ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan
kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-
krediturnya. Hal ini tentu menarik untuk menjadi kajian tersendiri (Muhammad Reza, 2012).

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup
untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara,
baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan dengan prosedur
hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang
belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh
kreditur yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun
debitur sendiri. (Hidayat, M. 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas ada ketertarikan untuk mengkaji dan mengadakan
penelitian terhadap latar belakang tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis
Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 06/Pdt.Sus-
Pailit/2018/ PN Niaga Medan)”. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan
permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana

faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur, bagaimana
pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit
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dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No.
6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang
dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan permasalahan yang dibahas (Soerjono Soekanto, 2004).

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif
analitis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian
yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang
mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang
mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum
yang normative (Astri Wijayanti, 2011).

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis
mempergunakan 2 (Dua) metode yaitu pertama penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu
dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum,
pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah tentang hukum
kepailitan. Dan kedua penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan
dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil
kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit oleh
pengadilan yaitu Putusan No:06/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN. Niaga Mdn. Dalam penelitian ini analisis
data yang dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan
kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang
akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti
dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analis sehingga
dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pernyataan pailit.
Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai
jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. (Filia, F., & Wijaya, R. 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh kreditur

Permohonan Pailit yang biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan
usaha yang dijalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya, terutama
dalam melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap para krediturnya. (Sunarmi, 2009).
Dalam hal lain faktor-faktor penyebab terjadinya pailit adalah karena debitur tidak mampu juga
membayar hutang- hutangnya kepada satu atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu tanggal
pembayaran pelunasan hutang. (Harahap, D. 2017).

Hal yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada kreditur
dikarenakan usaha yang dibangun tidak berkembang dengan baik, atau dikarenakan kurang
perencanaan menjalankan suatu usaha, dan bisa saja karena kepemimpinan yang kurang bagus.
Karena dalam membangun sebuah usaha dengan modal pinjaman maka perusahaan itu harus
merupakan kebutuhan yang sedang berkembang dalam masyarakat dan harus dijalankan dengan
baik, agar semakin berkembang dan menjadi lebih maju dan dikenal.

Dalam putusan hakim memailitkan PT. Bina Karya Sarana telah memenuhi persyaratan
kepailitan sesuai undang-undang yang di mana terdapat beberapa faktor menyebabkan PT. Bina
Karya Sarana pailit. Adapun faktor-faktor penyebab PT. Bina Karya Sarana adalah:

Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih. Syarat bahwa hutang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan
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bahwa kreditur sudah mempunyai hak menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan
demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk
permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang
lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditur untuk menagih
utang tersebut, karena meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi uang itu, kreditur
tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut.

Dengan demikian, kreditur tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang
lahir dari perjanjian. Menurut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari
perikatan sempurna. Dengan demikian jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak
dapat diajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian,
meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada
kreditur untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitur mempunyai
kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut
pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditur tidak berhak mengajukan permohonan
pailit atas utang yang lahir dari perjudian (Jono, 2010).

Dalam Putusan Nomor:06/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN.Niaga.Mdn Termohon pailit memiliki
utang yaitu: Termohon pailit telah menerima dan menggunakan barang-barang pesanan yang di
pesan oleh termohon pailit dari pemohon I pailit namun, tagihan atau invoice atas pesanan barang-
barang tersebut belum di bayar lunas walaupun telah jatuh tempo yang jumlahnya sebesar Rp.
130.618.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sampai dengan
tanggal yang di ajukannya permohonan pernyataan pailit ini.

Tabel.1. Rincian Hutang Termohon Terhadap Pemohon L.

Waktu Penagihan Jumlah Tagihan

04 April 2015 20.955.000,00
29 Mei 2015 35.344.000,00
19 Juli 2015 74.319.000,00
Total 130.618.000,00

Termohon pailit telah menerima dan menggunakan barang-barang pesanan yang di pesan
oleh termohon pailit dari pemohon II pailit serta pemohon II pailit telah memberikan jasanya
kepada termohon pailit. Namun tagihan/invice atas pesanan dari barang-barang dan pembayaran
jasa dari instalasi tersebut belum juga di bayar lunas walaupun telah jatuh tempo yang jumlahnya
sebesar Rp. 53.7000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Tabel 2. Rincian Deposit Termohon Terhadap pemohon II.

Waktu Deposit Jumlah
06 Maret 2015 35.000.000,00
28 Juni 2015 20.000.000,00
Total 55.000.000,00
Tabel 3. Rincian Hutang Termohon Terhadap Pemohon II.
Hutang 108.700.000,00
Total Deposit 55.000.000,00
Hutang - Deposit 108.700.000,00 - 55.000.000,00
= Total Utang =53.700.000,00

Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang
kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit. Debitur yang dimohonkan pailit harus
sudah terbukti bahwa debitur mempunyai kreditur lebih dari dua dan salah satu dari utang yang
sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-
Undang Kepailitan, menentukan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan
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pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Yang dimaksud dengan fakta
atau keadaan yang terbukti secara sederhana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-
Undang Kepailitan, menjelaskan: “Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu
dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon
pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit (Yunita
Khadir, 2014).”

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur berhubungan dengan filosofi
lahirnya hukum kepailitan, sebgaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa hukum
kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH perdata dengan adanya panutan hukum
kepailitan,di harapkan pelunasan hutang- hutang debitur kepada kreditur-kreditur dapat
dilakukan secara seimbang dan adil yakni setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk
mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur dan jika debitur hanya mempunyai kreditur,
maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur
tersebut dan tidak di perlukan pembagian secara Pro rata dan Pari Passu.

Setiap debitur, baik badan hukum maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenubhi
syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur
perkara permohonan kepailitan tersebut di atur dalam undang-undang kepailitan yang sangat
berbeda dengan prosedur perkara biasa (Munir Fuady, 2010).

Teritung sejak tanggal putusan pailit di ucapkan debitur pailit tidak lagi di perkenankan
untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah di nyatakan pailit. Selanjutnya
pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit tersebut di serahkan kepada kurator
yang di angkat oleh pengadilan dengan di awasi oleh hakim pengawas yang di tunjuk dari hakim
pengadilan. Pengangkatan tersebu harus di tetapkan dalam putusan pernyataan paili tersebut
(Robert, 2016).

Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat di tuntut pailit, jika debitur tersebut
hanya mempunyai satu kreditur. Pihak seorang atau lebih kreditur terkait dalam hal ini pada
praktiknya baik yang terjadi di peradilan Belanda maupun di peradilan Indonesia (sebelum
terbentuknya Pengadilan Niaga) apabila hanya seorang kreditur saja tidak boleh mengajukan
kepailitan (Serlika Aprita, 2020).

Dalam putusan Nomor: 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Mdn bahwasanya telah terdapat
dua orang kreditur yakni pemohon pailit I Soadi bertempat tinggal di Komp. Griya Pelita Mas, Blok
D No. 7 RT 003/RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam-Kepulauan Riau dan
pemohon pailit [I Tambah Riyanto yang dahulu bertempat tinggal di Ngaringan RT 006/RW003,
Kel. Klumpit, Kec. Gebog, Kab. Kudus- Jawa Tengah (sesuai KTP), sekarang bertempat tinggal di
Griya Pelita Mas, Blok F No.03A RT 004/RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam-
Kepulauan Riau.

Sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini di ajukan termohon pailit tidak juga
melaksanakan kewajibannya kepada para pemohon pailit maka sudah jelas bahwa termohon pailit
mempunyai lebih dari satu (1) kreditur yang pemohon I pailit dan pemohon II pailit sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKU).

Terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKPU) menyatakan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusa Pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Dan Pasal 8
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ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan danpenundaan kewajiban
pembayaran utang (UUKPKPU) menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan
apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Permohonan
pernyataan pailit a quo patut dan pantas secara hukum teah memenuhi syarat untuk dikabulkan.
2. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana Terhadap Kreditur Yang Melakukan

Permohonan Pailit.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas merupakan penyandang hak dan kewajibannya
sendiri, yang dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Kedudukan yang demikian
membawa konsekuensi bahwa keberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada
kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Hak dan
kewajiban Perseroan Terbatas tersebut dilakukan oleh organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan
Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UU PT).

Menurut Gunawan Widjaya bahwa dengan dinyatakan pailit berarti:

a. Kekayaan PT sebagai badan hukum juga berada dalam sitaan umum,

b. Debitur demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya,

c. Semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan
sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika
perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit,

d. Seluruh gugatan yang diajukan yang dilakukan untuk memperoleh pemenuhan perikatan
dari harta pailit, selama dalam kepailitan yang secara langsung ditujukan kepada debitur
pailit hanya dapat diajukan dalam pencocokan utang (Gunawan Widjaya, 2009).

Dalam proses kepailitan maupun PKPU, kreditur dilarang untuk menagih utangnya kepada
debitur. Mereka harus melaporkan mengenai utangnya tersebut kepada kurator atau pengurus.
Secara hukum baik hak-hak debitur maupun hak-hak kreditur harus di ajukan dan di laksanakan
oleh kurator dan pengurus. Semua kreditur tidak semua di perlakukan sama, undang-undang
kepailitan menyediakan hak-hak istimewa bagi kreditur yang haknya di jamin oleh hak
tanggungan atau gadai dan juga bagi kreditur-kreditur yang berdasarkan undang-undang lain di
berikan prioritas khusus. Kreditur-kreditur yang tidak mempunyai hak khusus, biasa disebut
“kreditur Konkuren”, berlaku perlakuan yang sama.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pailit Terhadap Putusan No.
6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan

Pada putusan No.06/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Mdn perkara pemohon I pailit yaitu
Soadi dan pemohon II pailit yaitu Tambah Riyanto yang mengajukan ke pengadilan permohonan
pailit terhadap PT. Bina Karya Sarana karena telah memenuhi unsur-unsur kepailitan dalam
undang-undang kepailitan yaitu:

Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di
tagih.

a. Debitur mempunyai dua kreditur atau lebih.

b. Putusan hakim yang memailitkan PT. Bina Karya Sarana berdasarkan bukti- bukti yang di
ajukan kuasa para pemohon pailit kepersidangan yang membuktikan bahwasanya PT. Bina
Karya Sarana telah memenuhi unsur untuk di pailitkan. Adapun buktu-bukti yaitu:

c. Fotocopy Invoice No. 4031/-BKS/IV/BTM tertanggal 04 April 2015 dengan nominal Rp.
20.955.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), telah di beri
materai secukupnya, telah di bubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya.

d. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 09 maret 2015, telah di beri materai
secukupnya, telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.
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e. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 23 Maret 2015, telah di beri materai
secukupnya, telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.

f. Fotocopy invoice atas nama toko cahaya elektrk (pemohon pailit II) tertanggal 20 juli 2015
yang di tunjukkan kepada termohon pailit dengan sisa tagihan Rp.

g. 53.700.000.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

h. Fotocopy salnan Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH No. 64 berupa Pendirian Perseroan
Terbatas PT, Bina Karya Sarana tertanggal 23 Nopember 2009, telah materai secukupnya,
telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.

i. Fotocopy salinan Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH. No. 13 RUPS luar biasa PT. Bina Karya
Sarana, tertanggal 07 Maret 2014.

j. Fotocopy tanda bukti daftar Perusahaan PT. Bina Karya Sarana, kepada Termohon Pailit,
tertanggal 08 Januari 2015, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.

k. Fotocopy surat somasi kuasa hukum toko Bangunan Pelita Bersaudara kepada Termohon
Pailit tertanggal 12 Mei 2017, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.

l.  Fotocopy Somasi/Teguran I kuasa hukum Toko Cahaya Elektrik kepada Termohon Pailit,
tertanggal 9 Mei 2018, telah di beri materai cukup, sesuasi dengan aslinya.

m. Fotocopy Somasi/Teguran II kuasa hukum Toko Cahaya Elektrik kepada Termohon Pailit
tertanggal 23 Mei 2018, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.

n. Fotocopy kwitansi pembayaran kepada pemohon II tanggal 28 Juni 2015, telah di beri
materai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Selanjutnya, bahwa baik kuasa Pemohon Pailit maupun kuasa Termohon Pailit masing-
masing dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi kepersidangan untuk di dengarkan
keterangannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan segala apa
yang terjadi di persidangan sebagai mana termuat dalam berita acara persidangan ini, merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan di anggap telah termuat dalam putusan No.6/Pdt-Sus-
Pailit/2018/PN.Niaga Medan.

Dalam kasus kepailitan ini telah terdapat fakta bahwa untuk persyaratan pailit harus ada
minimal 2 (dua) kreditur atau lebih dan menurut majelis hakim itu semua telah terpenuhi. Dan
menurut pertimbangan majelis hakim untuk mengawasi jalannya Proses Pailit Debitur PT. Bina
Karya Sarana (Debitur Pailit) yang dilaksanakan oleh kurator, dengan demikian petitum
permohonan pada angka 3 (tiga) dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan
dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan. Dalam petitum permohonan pada
angka 2 (dua) dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan yang merupakan

petitum pokok dikabulkan, oleh karena pemohon pailit telah mengusulkan agar
pengadilan Niaga dan pengadilan Negeri Medan mengangkat Kurator dari Balai harta peninggalan
medan, sebagai kurator yang akan melakukan pengurusan harta Termohon Pailit dalam hal
dinyatakan PAILIT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3), oleh karena pemohon pailit
tidak mengusulkan yanglainnya dengan demikianpetitum Permohonan pad angka 4 (empat)
dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/ PN.Niaga.Medan dinyatakan beralasan hukum,
sehingga patut pula untuk di kabulkan. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU)
menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Bahwa dengan demikian Permohonan
Pernyataan Pailit a quo patut dan pantas secara hukum telah memenuhi syarat untuk untuk
dikabulkan, dan oleh karena itu Para Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Medan pada
Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk agar
Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
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SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang diteliti maka hasil kesimpulan yang
didapat bahwa: faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur
adalah: termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih. Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai
utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit. Bahwasanya PT. Bina Karya Sarana
memenuhi syarat pailit sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang
kepailitan dan PKPU. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang
melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang ada pada kreditur dengan semua
harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta
kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan
umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Karena debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya
baik itu harta perseroan terbatas maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan
pailit dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No.
6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan
memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang
terjadi selama proses persidangan serta, melihat unsur- unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam
gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.
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